
   

 

 

 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR 26 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  bahwa dalam rangka menjaga ketertiban kawasan Ruang 
Terbuka Hijau milik Pemerintah Kabupaten Jombang, maka 

perlu dilakukan Penataan yang dituangkan dalam Peraturan 
Bupati; 

Mengingat :     1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Ketertiban  Umum dan Ketentraman Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 
9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2010 Nomor 9/E); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENATAAN 
RUANG TERBUKA HIJAU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

       Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Kabupaten; 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 

4. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan 
yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai 

ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan 
kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir 

dan batin. 

5. Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai 

dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan 
adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis. 

6. Ketertiban  Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah 

suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan 

kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur. 

7. Alun-alun adalah tanah lapang yang luas di muka tempat 

kediaman resmi bupati 

8. Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan atau areal 
permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang 

berfungsi untuk perlindungan habitat  tertentu, sarana 
lingkungan/kota, pengamanan jaringan prasarana, 

budidaya  pertanian,  meningkatkan kualitas atmosfer 
serta menunjang kelestarian air dan tanah. 
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9. Padagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL 

adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan 
dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun 

tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas 
sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik 
pemerintah dan/atau swasta yang bersifat 

sementara/tidak menetap. 

10. Pengamen adalah orang yang melakukan aktifitas 

menggunakan benda dan/atau alat musik untuk mencari 
uang. 

11. Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan 
cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai 
cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang 

lain. 

12. Perbuatan Asusila adalah perbuatan  yang  bertentangan  

dengan  norma-norma agama,  norma-norrna  kesopanan,  
norrna-norma  kesusilaan  dan  nonna-norma moral. 

 

BAB II 

OPERASIONAL DAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU 

Bagian Kesatu 

Jam Operasional Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 2 

Jam operasional pada Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun 

Jombang, Ruang Terbuka Hijau Kebonratu Jombang, Ruang 
Terbuka Hijau Kebonrojo Jombang dan Ruang Terbuka Hijau 
Mojoagung berakhir pada pukul 21.00 WIB. 

 

Bagian Kedua 

Penataan Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 2   

Untuk memberikan informasi bagi pengunjung di kawasan 
Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
maka wajib dipasang Rambu Jam kunjungan yang 

ditempatkan pada tempat-tempat strategis di lokasi kawasan 
Ruang Terbuka Hijau. 

 

Pasal 3      

Khusus pada kawasan Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun wajib 
bebas dari pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengamen, 
pengemis, odong-odong dan skuter. 

 

Pasal 4 

Setelah jam kunjungan kawasan Ruang Terbuka Hijau 
berakhir pada pukul 21.00 WIB, maka wajib dihidupkan lampu 

penerangan pada tempat-tempat yang perlu mendapatkan 
penerangan guna mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan 
dan perbuatan asusila. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 

     Ditetapkan di Jombang 

     Pada tanggal 27 Juni 2022 

    BUPATI JOMBANG, 
 

                 ttd 
 

                                                                          MUNDJIDAH WAHAB 
Diundangkan di Jombang 
pada tanggal  27 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG, 

 
               ttd 

 
 
     AGUS PURNOMO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 26/E 
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